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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

Faktor yuridis belum diterapkannya ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang -
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Kredit Modal Kerja adalah adanya
PBI nomor 16/11/PB1/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
yang mensyaratkan adanya instrumen pengaturan rasio loan fo value dalam
kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk pengendalian resiko kredit dan
pengelolaan fungsi intermediasi yang terindikasi menjadi Resiko Sistemik.
Konsekuensi yang diterima Bank ketika kurangnya nilai jaminan yang dipegang
dapat menyebabkan kedudukan bank sebagai kreditur menjadi lemah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Rasio Loan to Value merupakan salah satu tolak ukur dalam persetujuan
pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor. Pengaturan Rasio
Loan to Value sudah seharusnya dipatuhi agar mengendalikan resiko kredit
apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi.

2. Bank Indonesia seharusnya membuat peraturan yang sejalan terkait
terhadap Rasio Loan to Value pada permberian kredit oleh bank khususnya

Kredit Modal Kerja yang disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 10
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Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sehingga terjadi harmonisasi peraturan Perundang
- undangan.

. Otoritas Jasa Keuangan pun juga seharusnya membuat peraturan terkait
dengan rasio Loan to Value kedepannya, mengingat pengaturan rasio Loan
to Value ini sebagai mitigasi serta upaya terakhir bagi bank untuk
mendapatkan kembali kredit yang telah diberikan kepada nasabah debitor

apabila telah terjadi wanprestasi oleh nasabah debitor.
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